NOMOR 88

BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN 2020

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 85 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

(RKPD) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

: a. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan daerah

yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel,
partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna
terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 26 Tahun
2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Majalengka Tahun 2020;

. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat
diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau
penyesuaian terhadap keadaan kebijakan yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat;

. bahwa dalam perjalanan tahun anggaran 2020 terdapat

perubahan-perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan terutama disebabkan terjadinya
bencana non alam penyebaran pandemi Coronavirus Disease
(Covid-19) yang berdampak terhadap program dan kegiatan
pembangunan daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 26 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun
2020.



Mengingat

s

10.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
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11.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Couvid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian  Nasional dan/atau  Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6487);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6514);
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23.

24.

25.

26.

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);

Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011 tentang
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia 2011-2025;

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (Covid -19) sebagai Bencana Nasional;

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing
Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerabh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
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. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 611);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6 /KM 7/2020 tentang
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan
dan Dana Operasional Kesehatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19);

. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor
119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor KMK
177/KMK.07 /2020 tentang Percepatan Penyelesaian
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020
Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan
Perekonomian Nasional;

. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2009
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Daerah tahun 2009 Nomor 6 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
64);

. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
tahun 2010 Nomor 22);

. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2020 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
tahun 2019 Nomor 32);

. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengalokasian, Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Antisipasi dan
Penanganan Dampak Coronavirus Disease-19 (Covid-19),
serta Penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja melalui
belanja tidak terduga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020
Nomor 23);
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020
tentang Jaringan Pengaman Sosial (Social Safety Net) Bagi
Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi
Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Jawa Barat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020
tentang Jaringan Pengaman Sosial (Social Safety Net) Bagi
Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi
Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Jawa Barat (Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 35);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Di
Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2020 Nomor 36);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 tahun
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka tahun 2009 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun
2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2012 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019
Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019
Nomor 1);

46. Peraturan ...... 7
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46. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
’ Majalengka Tahun 2020 Nomor 57);

47. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 62 Tahun 2020 tentang
| Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara
‘ Proporsional Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi
| Kebiasan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2020 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 26 TAHUN 2019

| TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
| KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka
Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka
Tahun 2020 adalah sebagai penentu Arah dan Kebijakan Pembangunan
Tahunan Daerah di Kabupaten Majalengka untuk Tahun 2020, dengan tujuan
agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil

guna.
Pasal 3

Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, agar
menggunakan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Majalengka Tahun 2020 sebagai acuan dalam menyusun Perubahan Rencana
Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Pasal 4
Program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2020 pada

pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Dalam mewujudkan mekanisme pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan
berkesinambungan, maka kegiatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi gerak
langkah dalam pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasannya perlu
lebih ditingkatkan.




Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Majalengka.
Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 2 September 2020
BUPATI MAJALENGKA,
ttd
KARNA SOBAHI
Diundangkan di Majalengka

pada tanggal 2 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya,

.. KEPALA BAGIAN HUKUM
-SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,




BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen
perencanaan pemerintah daerah sebagai satu kesatuan sistem
perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena
itu, setiap pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana
pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan,
salah satu dokumen perencanaan pembangunan tersebut adalah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah
menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Majalengka Tahun 2020 dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor
32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2020.

Memasuki akhir triwulan II Pemerintah Daerah dihadapkan
pada dinamika kejadian luar biasa, yaitu bencana non alam
penyebaran pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Pada tanggal
30 Januari 2020 World Health Organization (WHO) menetapkan
Covid-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern
(PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan
Dunia (KKMMD), dan selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020
WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global. Hal tersebut

kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan kedaruratan kesehatan
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BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Majalengka Tahun 2020, disusun sebagai penyesuaian
terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
perencanaan yang telah ditetapkan RKPD sebelumnya. Perubahan
RKPD Tahun 2020 disusun untuk meningkatkan percepatan
pencapaian target indikator kinerja makro, Indikator Kinerja
Utama (IKU), dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten
Majalengka Tahun 2018-2023. Upaya percepatan pencapaian
target pembangunan menjadi dasar utama untuk penentuan
prioritas program dan kegiatan dalam pengajuan usulan
Perubahan RKPD Tahun 2020. Penentuan prioritas program dan
kegiatan tersebut merujuk kepada hasil evaluasi pelaksanaan
RKPD Tahun 2020 pada Triwulan II.

Pada Tahun 2020 terjadi kejadian luar biasa bencana non
alam pandemi Covid-19 yang berdampak sangat signifikan
terhadap kondisi perekonomian dan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) di Kabupaten Majalengka dan di Jawa Barat
berimplikasi terhadap menurunnya kinerja perekonomian
Kabupaten Majalengka secara umum. Sementara itu kebijakan
refocusing dan realokasi APBD Tahun 2020 mengakibatkan
beberapa program dan kegiatan pembangunan strategis dan
prioritas dalam RKPD Tahun 2020 menjadi tertunda, dan
dialihkan ke tahun berikutnya.

Perubahan RKPD Tahun 2020 memiliki peran yang penting,
yaitu menjadi dasar bagi penyusunan perubahan Renja Perangkat
Daerah. Selain itu, Perubahan RKPD Tahun 2020 merupakan
rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA), serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (PPAS P-APBD) yang harus segera dibuat setelah
Perubahan RKPD ini ditetapkan.

PERUBAHAN RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2020 BAB Vi | 1




Dalam Perubahan RKPD Tahun 2020, memuat program dan
kegiatan Tahun 2020, baik yang mengalami perubahan maupun
yang tidak mengalami perubahan. Secara rinci disajikan kegiatan
tahun 2020 berupa pergeseran kegiatan antar perangkat daerah,
penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru atau kegiatan
alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu
indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan
dan yang tidak mengalami perubahan.

Dalam rangka pencapaian sasaran program Kkegiatan yang
direncanakan dalam Perubahan RKPD ini, maka seluruh
Perangkat Daerah hendaknya menerapkan prinsip-prinsip
efesiensi, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam

melaksanakan kegiatannya.

BUPATI MAJALENGKA,
ttd

KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,

- . KEPALA BAGIAN HUKUM

<

E SUPENA NURBAHAR

“:’-\’ u.f Led R
SNIP 19651225 198503 1 003
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